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BAB III 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Gambaran Umum Badan Amil Zakat Nasional 
BAZNAS Jatim sebagai lembaga sosial selalu melaksanakan perintah Agama 
Islam yaitu mengatasi masalah-masalah sosial dan ekonomi yang marak di 
masyarakat. Dalam prinsip Islam, kekayaan harus menyandang sistem kesejahteraan 
yang bertumpu pada zakat sebagai bentuk rasa syukur atas segala anugerah dari Allah 
SWT. Selain sebagai sarana menyucikan jiwa dan harta, zakat merupakan solusi bagi 
jaminan perlindungan, pengembangan dan pengaturan distribusi kekayaan. Cara 
memanfaatkannya didasarkan pada fungsi sosialnnya bagi kepentingan masyarakat.    
1. Sejarah Badan Amil Zakat Nasional Jawa Timur  
Perhatian pemerintah pada pengelolaan zakat baru menguat pada masa orde 
baru. Pada tanggal 15 Juli 1968, pemerintah melalui kantor Menteri Agama, 
mengeluarkan peraturan nomor 4 dan nomor 5 tahun 1968 tentang pembentukan 
Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shodaqoh (BAZIS) dan tentang pembentukan Baitul 
Mal (Balai Harta Kekayaan) di tingkat pusat, Provinsi dan  kabupaten. 
Peraturan pemerintah yang diawali dengan kunjungan 11 (sebelas) ulama 
nasional kepada presiden Soeharto, bahwasannya apabila zakat dikelola dengan benar 
dan terkoordinir secara baik, akan dapat menjadi suatu sumber dana pembangunan 
yang potensial bagi Negara. Dari hasil kunjungan ulama ini presiden mengeluarkan 
seruan presiden  melalui surat edaran No. B113/PRES/11/1968, dan ditindak lanjuti 
45 
 
oleh Menteri Agama untuk menyusun suatu peraturan yang perlu untuk mengatur 
mengenai pengelolaan zakat di Indonesia. Hal ini diikuti pula dengan peraturan yang 
dikeluarkan oleh pemerintah setempat dalam  mendukung pengelolaan zakat di 
daerah masing-masing.53 
Merujuk dengan adanya surat edaran seruan presiden, maka pemerintah 
propinsi Jawa Timur membentuk suatu organisasi pengelola zakat tingkat provinsi. 
Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shodaqoh (BAZIS) Provinsi Jawa Timur dalam tahap 
konsolidasi organisasi, baru terbentuk dengan surat keputusan kepala kantor wilayah 
departemen Agama Provinsi Jawa Timur nomor: Wm. 02.05/0556/1992, tanggal 13 
Februari 1992, dan telah dikukuhkan oleh Gubernur Jawa Timur tanggal 3 Juli 1992 
bersamaan dengan peringatan tahun Baru Hijriyah  1  Muharram 1413 H yang 
bertempat di Islamic Centre Surabaya. BAZ Provinsi jawa timur merupakan wujud 
implementasi UU No. 38/1999 tentang pengelolaan zakat. Melalui SK Gubernur Jawa 
Timur No. 188/68/KPTS/013/2001 keberadaan BAZIS Jawa Timur digantikan oleh 
BAZ Provinsi Jawa timur. Pada tahun 2011 keluarlah Undang-Undang Nomor 23 
tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Dengan keluarnya undang-undang ini, BAZ 
Provinsi Jawa Timur berganti menjadi BAZNAS Jawa Timur. 
Adapun berdirinya Badan Amil Zakat Nasional  (BAZNAS) melalui berbagai 
pertimbangan antara lain:54 
a. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah 
                                                          
53 Nur Riyanto Al Arif, Teori Makro Ekonomi Islam Konsep, Teori dan Analisis (Bandung: 
Alfabeta, 2010), Hal. 201. 
54 Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/221/KPTS/013/2014 Tanggal 24 Maret 2014. 
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(lembaran negara tahun 2004 nomor 125, tambahan lembaran negara nomor 
4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir  dengan  Undang-
Undang  Nomor  12  tahun  2008  tentang perubahan kedua atas Undang-
Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah (lembaran 
negara tahun 2008 nomor 59, tambahan lembaran Negara nomor 4844). 
b. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan 
perundang-undangan (lembaran Negara tahun 2011 nomor 82, tambahan 
lembaran Negara nomor 5234). 
c. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat (lembaran 
Negara tahun 2011 nomor 115, tambahan  lembaran Negara no 5255). 
d. Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 83 tahun 2013 tentang penjabatan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur tahun 
anggaran 2014. 
2. Profil Kelembagaan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Timur 
a. Alamat  : Jl. Raya Dukuh Kupang No. 122-124 Kota   Surabaya. 
b. Telepon/Fax : (031) 561 3661 
c. Personalia Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Timur.55 
Susunan Pengurus Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Timur Tahun 
2015/2016:  
- Dewan Pertimbangan : 
                                                          
55 “Struktur Organisasi” dalam http:jatim.baznas.go.id/profil/strukturorganisasi.html diakses 
pada 23 Juni 2016. 
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Dr. H. Soekarwo (Gubernur Jawa Timur) 
K.H. Drs. Abdusshomad Buchori (Ketua MUI Jawa Timur)  
- Komisi Pengawas : 
Ketua      : Drs. H. A. Salam Nawawi, M.Ag 
Sekretaris    : Drs. H. M. Syakur 
Anggota    : Dr. Mahmud Mustain, M. Sc 
- Badan Pelaksana : 
Ketua      : Drs. H. Syaifullah Yusuf  
Wakil Ketua I    : Dr. H. Rasiyo, M.Si 
Wakil Ketua II   : Edi Purwinarto 
Wakil Ketua III   : Bawon Adityoni 
Wakil Ketua IV   : H. Nur Hidayat S.Pd Mm 
Sekretaris    : Drs. H. Asyhuri 
Wakil Sekretaris          : Drs. H. Kasno Sudaryanto, M.Ag  
Bendahara                                           : Drs. Slamet Hariyono, M.Si 
Wakil Bendahara        : H. Soedarto  
Koordinator Bidang Pengumpulan     : Asyik Ismoyo 
Anggota Bidang Pengumpulan : KH. Abdurrahman Nafis, Lc 
Drs. H. Abi Kusno, Mm 
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H. Nadjib Hamid, M.Si 
Koordinator Bidang Pengembangan  : Bambang 
Anggota Bidang Pengembangan : Drs. H. Syamsul Anam 
Koordinator Bidang Pendistribusian : Drs. Moh. Isa 
Anggota Bidang Pendistribusian : H.Syamsul Arifin, S.Ag,Msi 
Karyawan BAZNAS Jatim:   
Kepala Kantor      : Meirza Rachman D.R, Se 
Kabag Keuangan     : Dwindayatie, Se 
Staf Adm. Keuangan    : Endang 
Staf Adm & Rumah Tangga    : Robby Cahyadi 
Staf It & Humas              : Abdul Hamid Hasan 
 Afif Amrullah 
Kabag Pendistribusian    : Chandra Asmara, Se. 
Staf Div. Pendistribusian             : Tatok 
Dedy Eko F 
Sulaiman  
Bidang Ekonomi              : Syukron 
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Dosi  
Yoyok  
Rismiati 
Kabag Pengumpulan, Pengembangan : Kholik, A.Md 
Staff Pengumpulan    : Sugeng 
        Makhrus 
Koordinator Pengembangan             : Syafrizal Kurniawan 
Staf Pengembangan                            : Fajar 
      Cahyono                                                         
       Siswi Mei 
Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Timur 
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3. Visi dan Misi Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Timur 
BAZNAS Jawa Timur sebagai BAZNAS yang bergerak dalam bidang sosial 
dan kepentingan masyarakat memiliki visi dan misi. Adapun visi dan misi tersebut 
adalah:56 
VISI 
Menjadi Lembaga Pengelola Zakat, Infaq, Shodaqoh Yang  Amanah dan 
Profesional. 
MISI 
a. Mengoptimalkan Pengumpulan Zakat, infaq, dan shadaqah dengan selalu 
melakukan inovasi dalam memberikan penerangan dan pencerahan kepada 
umat. 
b. Memaksimalkan penyaluran dan pendistribusian dana  zakat,  infaq dan 
                                                          
56 Mekanisme Tekhnik Pengumpulan Zakat. Op. Cit. hal. 2. 
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shadaqah menuju kesejahteraan umat serta selalu berupaya memberdayakan 
mustahik menjadi muzaki. 
c. Selalu menjunjung tinggi dan ber edeoman pada syariat islam dalam 
mengimplementasikan pengumpulan dan pendistribusian zakat,infaq dan 
shodaqoh. 
4. Kegiatan dan Program BAZNAS Provinsi Jawa Timur 
Untuk mencapai visi dan misinya BAZNAS Jawa Timur membuat program-
program sosial untuk membantu masyarakat, yaitu berupa: 
a. Program Penghimpunan: 
1. Sosialisasi/presentasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 
2. Menerbitkan majalah bulanan warta BAZNAS 
3. Pembukaan counter-counter zakat, yaitu layanan yang disediakan oleh 
BAZNAS Jawa Timur saat bulan Ramadhan 
4. Layanan konsultasi zakat 
5. Layanan jemput zakat, yaitu layanan yang disediakan  oleh  BAZNAS 
Jawa Timur untuk mempermudah muzaki untuk membayar zakatnya atau 
langsung mentransfer ke rekening:57 
- Rekening Infaq: 
(1) Bank Syariah Mandiri  : 008-111-6666 
                                                          
57 Warta BAZNAS Jatim, Hikmah Zakat Infak dan Sedekah, edisi Mei 2016. 
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(2) Bank Jatim  : 001-108-8588 
- Rekening Zakat: 
(1) Bank Syariah Mandiri : 008-116-6661 
(2) Bank Muamalat  : 701-099-6222 
(3) Bank BNI Syariah  : 070-707-0770 
Dalam penghimpunan dana zakat dan infaq yang akan didistribusikan kepada 
para mustahik zakat pun, BAZNAS Provinsi Jawa Timur mempunyai ketentuan 
tersendiri yaitu bahwa BAZNAS Provinsi Jawa Timur hanya menerima zakat dan 
infaq dari pegawai instansi-instansi  Pemerintah yang berkedudukan di tingkat 
Provinsi. Pada hakikatnya BAZNAS Provinsi tidak mempunyai muzakki karena takut 
berbenturan dengan program kerja BAZNAS Kota/Kabupaten yang mana 
menargetkan penghimpunan dana zakat berasal dari penduduk kota atau kabupaten 
sehingga BAZNAS Provinsi hanya dapat menghimpun dana zakat dan infaq dari para 
pegawai instansi-instansi Pemerintah di tingkat Provinsi.58 
Ketentuan zakat dari pegawai instansi-instansi Pemerintah ditingkat Provinsi 
adalah sebesar 2,5 % dengan mekanisme payroll system dan diambil dari pegawai  
beragama islam yang berpenghasilan bruto mencapai minimal atau melebihi nishab 
sebesar Rp. 42.697.030,00 per Tahun atau Rp. 3.558.086,00 per bulan.59   
                                                          
58 Wawancara dengan Bapak Kholik A.Md Kabag Penghimpunan dan Pengembangan 
BAZNAS Provinsi Jawa Timur. 23 Juni 2016. 
59 Mekanisme Tekhnik Pengumpulan Zakat. Op. Cit. hal. 3. 
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Tabel 1. Pengumpulan Dana ZIS 2010-2015 
b. Program Pendistribusian/ Pendayagunaan60 
Sesuai tuntutan syariat Islam dan amanah Undang-undang  Nomor 38  tahun  
1999  yang  diperbarui  dengan  Undang-undang Nomor 23 tahun 2011, 
pendistribusian dana Zakat, Infak, Sedekah dalam program BAZNAS Jatim 
menjunjung azas berhasil guna dan berdaya guna. Dari hasil  pengumpulan dana    
Zakat,    Infak,    Sedekah    tahun   2015 didistribusikan untuk 5 (lima) program 
utama  yaitu:61 
1) Program Ekonomi (Jatim Makmur) 
                                                          
60 Wawancara dengan Bapak Candra Asmara S.E Kabag Pendistribusian Zakat BAZNAS 
Provinsi Jawa Timur. 23 Juni 2016. 
61 Annual Report Baznas Jatim 2015/2016. 
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BAZNAS Jatim mengimplementasikan zakat produktif dalam Rangkaian 
program pendistribusian bidang ekonomi meliputi berbagai kegiatan, yaitu: 
a. Pelatihan ketrampilan bekerjasama dengan Balai Latihan Kerja (BLK) 
dan Dinas Koperasi (DINKOP) memberikan pelatihan ketrampilan 
kepada UKM. 
b. Bantuan alat kerja, memberikan bantuan alat kepada mustahik untuk 
memulai/ mengembangkan usaha. 
c. Bantuan modal usaha bergulir yaitu memberikan pinjaman untuk 
tambahan modal bagi mustahik atau UMKM yang usahanya telah  
berjalan. 
Bantuan modal bergulir, memberikan pinjaman untuk tambahan modal 
bagi UMKM yang usahanya telah berjalan. Modal bergulir dengan Qardul 
Hasan bantuan modal diberikan bagi UKM yang sudah beroprasi. 
Adapun yang menjadi unggulan dalam program ekonomi adalah bantuan 
modal bergulir. Program ini dirintis sejak 2006 berupa pemberian bantuan 
pinjaman permodalan tanpa bunga bagi usaha mikro (UMKM) di wilayah Jawa 
Timur dengan memberikan bantuan permodalan disertai pendampingan usaha 
serta pembinaan mental keagamaan secara berkelompok. Program ini 
melibatkan pihak ketiga sebagai mitra penyaluran dan pembinaan. 
2) Program Pendidikan (Jatim Cerdas) 
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Program pendistribusian di bidang pendidikan diutamakan pada 
pemberian beasiswa. Pada awalnya, program ini ditujukan kepada siswa SD, 
SLTP, dan SLTA. Namun pada tahun 2006,  seiring dengan bantuan BOS bagi 
siswa SD dan SLTP dari pemerintah, BAZNAS Jatim lebih berkonsentrasi pada 
SLTA/MA/Diniyah Ulya dan mahasiswa. Selain bentuk beasiswa, BAZNAS 
Jatim juga memberikan bantuan sarana pendidikan bagi siswa SD dan SLTP 
berupa perlengkapan sekolah. 
3) Program Kesehatan (Jatim Sehat) 
Program kesehatan yang di fokuskan untuk memberikan pelayanan bagi 
para dhuafa, terbagi atas dua macam kegiatan yakni yang bersifat 
reaktifrinsidental dan proaktif-elektif. Program insidental diarahkan dalam 
bentuk pengobatan massal yang tersebar di berbagai daerah miskin dan rawan 
penyakit. Sedangkan program elektif diaplikasikan dalam bentuk pembukaan 
pos pelayanan kesehatan di wilayah pemukiman dhuafa di ketintang, 
menanggal, keputran, dan medokan semampir. Rangkaian program kesehatan 
meliputi: 
a. Jaminan Kesehatan Baz Jatim (JAMKESBAZ), program terpadu dalam 
bidang distribusi bantuan kesehatan sudah terwujud. Hal  ini ditandai 
dengan ikatan kerjasama yang dilakukan oleh BAZ Jatim dengan RSUD 
Dr. Soetomo melalui program dana jaminan kesehatan BAZ Jatim atau 
disebut JAMKESBAZ. Bantuan ini diberikan untuk penguatan layanan 
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pasien dhuafa yang tidak masuk dalam layanan JAMKESMAS dan 
JAMKESDA. 
b. Klinik dhuafa, mulai tahun 2008 BAZNAS Jatim mendirikan pos-pos 
layanan kesehatan. Pengelolaan pos-pos layanan Kesehatan BAZNAS di 
koordinir di bawah payung klinik al- Ikhlas yang dibentuk BAZ 
bekerjasama dengan UPZ Kanwil Kemenag. Klinik al-ikhlas saat ini 
berpusat di gedung klinik al- Ikhlas komplek Kanwil Depag Provinsi 
Jawa Timur Jl. Juanda Surabaya. Sampai saat ini jaringan layanan 
kesehatan al-Ikhlas BAZNAS Jatim telah berkembang di wilayah 
Sidoarjo dan Surabaya. Mitra yang bergabung dalam jejaring ini mulai 
dari mitra dokter umum sampai dengan dokter spesialis anak. 
c. Ambulan, BAZNAS menyediakan layanan ambulan bagi jenazah atau 
pasien yang pergi atau pulang dari Rumah  Sakit. Layanan  ini diberikan 
secara cuma-cuma bagi para dhuafa untuk wilayah dalam kota Surabaya. 
Untuk kaum dhuafa yang ingin memanfaatkan ambulan. Dalalm 
pelayanan ambulan, kota tujuan pengantaran semakin berkembang hingga 
keluar Jawa Timur. 
d. Pengobatan gratis dan khitanan massal, pengobatan gratis merupakan 
salah satu program BAZNAS Jatim dalam rangka meningkatkan 
kesadaran akan pentingnya kesehatan masyarakat. BAZNAS Jatim 
bekerjasama dengan BAZNAS Kabupaten dan kota, serta segenap elemen 
masyarakat dalam mensukseskan program ini. Selain program pengobata 
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gratis, BAZNAS Jatim juga melaksanakan program khitan missal untuk 
anak dhuafa. BAZNAS Jatim bekerjasama dengan berbagai instasi swasta 
atau pemerintah dalam rangka mensukseskan program ini. 
4) Program Sosial (Jatim Peduli) 
Program sosial merupakan kegiatan karitas yang difokuskan untuk 
membantu fakir dan miskin yang terkena musibah. Program  ini bersifat 
santunan berupa bantuan konsumtif. Dibagi menjadi dua model: insidental dan 
berkelanjutan. Santunan insidental diarahkan dalam bentuk renovasi rumah dan 
bantuan bencana alam yang tersebar diberbagai daerah terkena bencana 
sedangkan santunan berkelanjutan diaplikasikan dalam bentuk bantuan fakir  
setiap  bulan. 
a. Bantuan Renovasi Rumah (Properti), Program ini mulai dilaksanakan 
pada tahun 2010 dengan merenovasi 5 rumah fakir di keputran panjunan 
Surabaya dengan biaya  4 Juta / rumah. Di tahun 2011 dan 2012 program 
renovasi rumah disebar  ke seluruh Jawa Timur khususnya “Kampung 
Idiot” Ponorogo. Besaran bantuan juga dinaikkan dari 4 juta menjadi 7 
juta. Untuk keseragaman, model dan ukuran rumah disamakan (4 m x 6 
m). Laporan tahun 2013, BAZNAS Jatim telah merenovasi 78 rumah. 57 
rumah di kampong idiot Ponorogo. 
b. Santunan Tunai Fakir, Merupakan program pemberian santunan setiap 
bulan kepada fakir dengan kriteria: mereka kondisinya tidak bisa 
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diberdayakan (karena kondisi fisik tidak  memungkinkan untuk diberi 
modal usaha maupun pekerjaan) untuk makan sehari-hari dibantu oleh 
lingkungan karena tidak memiliki keluarga. 
5) Program Dakwah (Jatim Takwa) 
Program dakwah diarahkan untuk penguatan keimanan duafa dan juga 
untuk mensosialisasikan zakat dimasyarakat. Bentuk dari program ini adalah 
pengiriman dai ke masyarakat baik ceramah untuk khutbah Jumat atau safari 
Ramadhan di tiap instansi-instansi. 
Pengeluaran 
Total 
Semester I Semester II Total 
Dana Zakat 963.684.500.00 656.468.000.00 1.620.116.500.00 
Dana Infaq 
Shadaqah 
1.619.208.301.00 3.231.823.081.00 4.851.031.382.00 
Dana Amil 230.575.091.00 249.105.157.00 479.680.248.00 
Lain-lain 84.335.362.00 31.738.133.00 116.073.495.00 
Pembelian Aktiva 20.381.00 5.199.000.00 25.580.000.00 
APBD/APBN  400.000.000.00 400.000.000.00 
Hadiah Zakat  22.500.000.00 22.500.000.00 
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Award 
Total 2.918.148.254.00 4.596.833.371.00 7.514.981.626.00 
Tabel 2. Data Pendistribusian  
 
Tabel 3. Prosentase Pendistribusian Dana Zakat Baznas Jawa Timur 
Sumber Data : Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Timur Juni 2016. 
 
B. Pengelolaan Zakat Produktif di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi  Jawa 
Timur. 
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1. Latar Belakang Pengelolaan Zakat Produktif di Baznas Provinsi Jawa 
Timur. 
Dalam sejarah Islam Lembaga Zakat dikenal dengan nama Baitul Maal. 
Lembaga ini telah ada sejak Khalifaf Umar bin Khathab, sebagai institusi yang yang 
memobolisasi dana dan daya dari umat yang digunakan untuk upaya-upaya 
pembangunan meningkatkan harkat, derajat dan martabat atau perbaikan kualitas 
hidup kaum ekonomi lemah dan umat pada umumnya berdasarkan syari’ah.62 
Pasca lahirnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan 
Zakat, tanggungajawab pengelolaan zakat dilakukan oleh BAZNAS sebagai lembaga 
yang dibentuk secara nasional oleh pemerintah dan LAZ sebagai lembaga yang 
dibentuk oleh masyarakat atas persetujuan pemerintah. 
Dalam pendistribusian dana zakat,BAZNAS Jawa Timur pada umumnya 
membagi para penerima zakat menjadi dua golongan yaitu: 
1. Golongan Merah 
Golongan merah adalah mereka yang dianggap fakir. Artinya golongan ini 
adalah para dhuafa’ yang memang tidak memiliki penghasilan apa-apa 
sehingga hanya mengandalkan pada pemberian dari orang lain dan golongan 
inilah yang diutamakan oleh BAZNAS Jawa Timur untuk mendapatkan 
santunan berupa zakat konsmtif. 
2. Golongan Kuning 
                                                          
62 Arief Mufraini. Akuntansi & Manajemen Zakat (Jakarta: Kencana, 2008). Hal. 154. 
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Golongan kuning adalah mereka yang dianggap miskin dan masih mempunyai 
kemampuan untuk berkerja sehingga dapat dikatakan layak untuk mendapatkan 
zakat yang bersifat produktif.63 
Mustahik yang berprofesi menjadi pengusaha kerap menjadi sasaran renternir 
untuk mendapatkan keuntungan dengan memberikan bunga antara 10% hingga 30% 
dari jumlah pinjaman. Akibatnya mustahik susah untuk membayar hutang, bahkan tak 
jarang ada mustahik yang bangkrut dalam usahanya. Dan bertujuan melatih mustahik 
menjadi mandiri, tidak selalu berpangku tangan terhadap orang lain. Dengan bantuan 
modal bergulir, usaha mustahik berkembang dari hasil usaha tersebut dapat melatih 
mustahik untuk infak   dan   memiliki   rasa   tanggung   jawab   atas   dana   pinjaman 
yang diperolehnya.64 
Dalam pasal 27 (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 menegaskan bahwa 
Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir 
miskin dan peningkatan kualitas umat. Yang dimaksud dengan “usaha produktif “  
adalah usaha yang mampu meningkatkan pendapatan, taraf hidup dan kesejahteraan 
masyarakat. Dan yang dimaksud dengan “peningkatan kualitas umat” adalah 
peningkatan sumber daya manusia. Dan menurut penulis inilah pokok dari latar 
belakang pengelolaan zakat produktif di BAZNAS Jawa Timur. 
                                                          
63 Wawancara dengan Bapak Candra Asmara S.E Kabag Pendistribusian Zakat BAZNAS 
Provinsi Jawa Timur. 23 Juni 2016. 
64 Wawancara dengan Bapak Candra Asmara S.E Kabag Pendistribusian Zakat BAZNAS 
Provinsi Jawa Timur. 23 Juni 2016. 
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Dalam Pasal 27 (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 juga menjelaskan 
bahwa Pendayagunaan untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi. Artinya pelaksanaan 
pendistribusian zakat secara produktif harus mengandung unsur-unsur pemenuhan 
kebutuhan mustahik zakat yang meliputi kebutuhan pangan, sandang, perumahan, 
pendidikan, dan kesehatan. 
Dalam urusan ini menurut penyusun BAZNAS Jatim telah mengamalkan apa 
yang dianjurkan oleh Pasal 27 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang 
Pengelolaan Zakat. Hal ini ditandai dengan tersalurkannya dana zakat sesuai dengan 
kebutuhan mustahik zakat seperti yang telah penulis paparkan sebelumnya. Sehingga 
dana zakat lainnya dapat dijadikan sebagai bantuan modal bergulir oleh BAZNAS 
Jatim. 
2. Bentuk Pengelolaan Zakat Produktif di Baznas Provinsi Jawa Timur 
BAZNAS Jatim sebagai lembaga sosial selalu melaksanakan perintah Agama 
Islam yaitu mengatasi masalah-masalah sosial dan ekonomi yang marak di 
masyarakat. Dalam prinsip Islam, kekayaan harus menyandang sistem kesejahteraan 
yang bertumpu pada zakat sebagai bentuk rasa syukur atas segala anugerah dari Allah 
Swt. Selain sebagai sarana untuk menyucikan jiwa dan harta, zakat merupakan solusi 
bagi jaminan perlindungan, pengembangan dan pengaturan distribusi kekayaan. Cara 
memanfaatkannya didasarkan pada fungsi sosialnya bagi kepentingan masyarakat. 
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Program ekonomi Jatim makmur merupakan bentuk dari implementasi 
pengelolaan zakat produktif di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jawa 
Timur.65 Adapun yang menjadi andalan sektor ini adalah bantuan modal bergulir 
yang dapat menghindarkan para mustahik zakat dari besarnya bunga Bank ataupun 
para rentenir yang memberikan dana pinjaman. 
Sebuah gagasan dalam hal ini yang direalisasikan oleh BAZNAS Jatim yaitu 
melalui program-program yang bergerak dalam pelayanan  terhadap  umat  dan  
masyarakat.  Hal  ini  sesuai  dengan  kondisi  masyarakat sekarang memiliki latar 
belakang ekonomi yang kurang mampu. Untuk membantu meningkatkan 
kesejahteraan mustahik di Jawa Timur, BAZNAS Jatim mendayagunakan zakat 
produktif dalam bentuk program ekonomi (Jatim Makmur) meliputi berbagai 
kegiatan yaitu :66 
a. Pelatihan ketrampilan yaitu program yang dilakukan oleh pihak 
BAZNAS Jatim untuk mustahik dalam bentuk pengelolaan usaha, 
memulai usaha, maupun spiritual. Yang bekerjasama dengan Balai 
Latihan Kerja (BLK) dan Dinas Koperasi (DINKOP). 
b. Bantuan alat kerja yaitu program menghibahkan alat kepada mustahik 
untuk memulai atau mengembangkan usaha. Seperti pemberian 
komposer untuk tambal ban dan rombong untuk pedagang kaki lima. 
                                                          
65 Wawancara dengan Bapak Candra Asmara S.E Kabag Pendistribusian Zakat BAZNAS 
Provinsi Jawa Timur. 23 Juni 2016. 
66 Wawancara dengan Bapak Kholik A.Md Kabag Penghimpunan dan Pengembangan 
BAZNAS Provinsi Jawa Timur. 23 Juni 2016. 
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c. Bantuan modal usaha bergulir yaitu memberikan pinjaman untuk 
tambahan modal bagi mustahik atau UMKM yang usahanya telah  
berjalan. 
Sebagaimana beberapa penjelasan yang sudah dipaparkan sebelumnya bahwa 
pinjaman modal bergulir adalah program unggulan dari BAZNAS Provinsi Jawa 
Timur. Bahkan program ini sudah berjalan sejak tahun 2006 dengan memberikan 
pinjaman modal tanpa bunga kepada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di 
berbagai wilayah Jawa Timur dengan bantuan permodalan disertai pendampingan 
usaha serta pembinaan mental keagamaan secara berkelompok. Program ini 
melibatkan pihak ke tiga sebagai mitra penyaluran dan pembinaan. Program bantuan 
modal bergulir zakat adalah sistem pengelolaan zakat, dengan cara amil memberikan 
pinjaman dana zakat kepada para mustahik zakat dalam bentuk pembiayaan qardhul 
hasan.67
 
pembiyaan qardhul hasan adalah meminjamkan uang ataupun barang atas 
dasar kepercayaan.68 
Pada hakikatnya skema qardhul hasan tidak mewajibkan adanya perjanjian 
diantara kedua belah pihak karena didasari oleh sebuah kepercayaan. Namun pada 
praktiknya, BAZNAS Provinsi Jawa Timur mengadakan perjanjian antara mustahik 
zakat dan amil zakat, hal ini dikarenakan banyaknya para mustahik zakat yang ‘nakal’ 
dengan tidak mengembalikan bantuan dana bergulir yang bersifat pinjaman 
                                                          
67 Ridwan Mas'ud dan Muhammad. Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi 
Umat (Yogyakarta: UII Press, 2005). Hal. 124. 
68 Adiwarman A. Karim. Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer (Jakarta: Gema Insani 
Press,2001). Hal. 109. 
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tersebut.69 Skema qordhul hasan hasan sendiri seudah sesuai dengan apa yang di 
inginkan oleh Kementrian Agama Republik Indonesia dan syariat Islam sehingga 
dalam prakteknya selalu mendapat dukungan. Bahkan selain qordhul hasan ada juga 
pengelolaan zakat dengan sistem mudhorobah yang berarti lembaga pengelola zakat 
membuat terobosan dengan bertindak sebagai investor yang menginvestasikan dana 
hasil pengumpulan zakat kepada mustahik sebagai peminjam dana dengan angsuran 
pinjaman dan tingkat pengembalian yang dibayarkan menurut kesepakatan. Hasil 
keuntungan dari usaha tersebut dikembangkan dan diperluas bagi mustahik yang lain, 
sehingga terdapat pemerataan bagi usaha produktif yang menguntungkan.  
Untuk sekarang bantuan dana bergulir itu sendiri diberikan kepada kelompok 
UKM yang dibentuk oleh para mustahik zakat dan minimal harus beroprasi selama 
satu tahun penuh. Bantuan dana bergulir diberikan dalam beberapa tahap, tahap 
pertama sebesar Rp. 1.000.000 per orang dan terus meningkat hingga Rp. 5.000.000 
tergantung prospek dari UKM tersebut. Setelah melalui bantuan tahap kedua, pihak 
BAZNAS Jatim beranggapan bahwa usaha  mustahik  sudah berkembang  sehingga  
bantuan  modal  bergulir  dihentikan  dan dialokasikan kepada pihak mustahik yang 
lainnya.Selaras dengan beberapa paparan diatas, bahwa pihak BAZNAS tetap 
melakukan pendampingan rutin tiap UKM yang diberikan bantuan dana bergulir. Hal 
ini dilaksanakan untuk menunjang kesinambungan antara dana bantuan bergulir 
                                                          
69 Wawancara dengan Bapak Candra Asmara S.E Kabag Pendistribusian Zakat BAZNAS 
Provinsi Jawa Timur. 23 Juni 2016. 
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dengan UKM yang mendapat bantuan tersebut. Bentuk pendampingan adalah berupa 
pembinaan manajerial dan sepiritual di setiap cluster atau kelompok usaha.70 
No Bulan 2014 2015 2016 
1. Januari    
2. Februari 15   
3. Maret 4   
4.  April  6  41 
5. Mei 6   
6. Juni  75  
7. Juli 9   
8. Agustus    
9. September    
10. Oktober    
11. November    
12. Desember    
                                                          
70 Mekanisme Tekhnik Pengumpulan Zakat. Op. Cit. hal. 8. 
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 Jumlah 40 75 41 
Tabel 4. Data Pengajuan Pinjaman Dana Bergulir 2014-2016  
Mustahik memiliki kewajiban mengembalikan dana pinjaman tersebut kepada 
amil dengan berangsur dalam waktu sebelas bulan dimulai dengan bulan kedua 
setelah mendapatkan bantuan dana bergulir. Nominal pengembalian angsuran sama 
rata perbulan terhadap pinjaman yang telah diberikan dan disertai dengan membayar 
infak dan shadaqah yang jumlahnya tidak ditentukan, hal tersebut untuk melatih 
mustahik  agar  terbiasa untuk bershadaqah, dan infak ini juga sebagai perwujudan 
syukur mustahik. 
Sejak mulai didirikan  BAZNAS Jawa Timur telah melakukan aktivitas 
pemberdayaan zakat produktif. Jumlah peminjam dana zakat produktif ini setiap 
tahun selalu mengalami fluktuasi, misalkan pada tahun 2014 sebanyak 40 0rang 
peminjam, tahun 2015 sebanyak 75 orang peminjan dan tahun 2016 sebanyak 45 
orang peminjam. Dalam pengelolaan zakat produktif ini melalui beberapa tahap. 
Tahapan tersebut terdiri dari :71 
1. Tahap Permohonan 
Tahap ini adalah tahap awal yang dilakukan untuk mendapatkan pinjaman 
modal usaha. Permohonan yang masuk dari setiap pemohon diperiksa semua 
persyaratannya.  
                                                          
71 Wawancara dengan Bapak Candra Asmara S.E Kabag Pendistribusian Zakat BAZNAS 
Provinsi Jawa Timur. 23 Juni 2016. 
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2. Tahap Studi Kelayakan Usaha Pemohon 
Dalam tahap ini pihak BAZNAS Jatim melakukan survey kepada kelayakan 
usaha pemohon pinjaman dana bantuan bergulir. Dalam hal ini pihak BAZNAS 
Jawa Timur mengacu pada Pasal 27 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 
tentang Pengelolaan Zakat dan Pasal 9 dan 10 Peraturan Pemerintah Nomor 14 
Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 
tentang pengelolaan zakat.  
3. Tahap Penyaluran Pinjaman Dana Bantuan Bergulir 
Bantuan dana bergulir diberikan dalam beberapa tahap, tahap pertama sebesar 
Rp. 1.000.000 per orang dan terus meningkat hingga Rp. 5.000.000 tergantung 
prospek dari UKM tersebut. Setelah melalui bantuan tahap kedua, pihak 
BAZNAS Jatim beranggapan bahwa usaha  mustahik  sudah berkembang  
sehingga  bantuan  modal  bergulir  dihentikan  dan dialokasikan kepada pihak 
mustahik yang lainnya 
4. Tahap Pendampingan  
Dalam tahap ini pihak BAZNAS Jawa Timur tetap melakukan pendampingan 
agar para mustahik zakat dapat mengoptimalkan pinjaman dana bantuan 
bergulir tersebut. 
5. Tahap Pengembalian 
Mustahik memiliki kewajiban mengembalikan dana pinjaman tersebut kepada amil 
dengan berangsur dalam waktu sebelas bulan dimulai dengan bulan kedua setelah 
mendapatkan bantuan dana bergulir. Nominal pengembalian angsuran sama rata 
69 
 
perbulan terhadap pinjaman yang telah diberikan dan disertai dengan membayar infak 
dan shadaqah yang jumlahnya tidak ditentukan, hal tersebut untuk melatih mustahik  
agar  terbiasa untuk bershadaqah, dan infak ini juga sebagai perwujudan syukur 
mustahik. 
Skema Bantuan Modal Bergulir Di Baznas Jawa Timur72 
 
 
 
 
 Pengembalian pinjaman 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar diatas dapat dijelaskan sebagai berikut : 
                                                          
72 Wawancara dengan Bapak Candra Asmara S.E Kabag Pendistribusian Zakat BAZNAS 
Provinsi Jawa Timur. 23 Juni 2016. 
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Muzaki menyerahkan dana zakatnya kepada amil BAZNAS Jawa Timur.  Amil 
mengelola dana zakat yang dialokasikan kepada mustahik melalui program ekonomi 
dalam bentuk bantuan pinjaman modal bergulir, setelah dana disalurkan kepada 
mustahik, amil melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pengeloalaan dana 
tersebut. Setelah mustahik berhasil dalam berusaha, maka mustahik mengangsur dana 
pinjaman tersebut. Kemudian amil menggulirkan kembali dana tersebut kepada 
mustahik yang lainnya. Amil akan melakukan pola yang sama dengan mustahik yang 
telah diberi bantuan pinjaman modal bergulir. 
Menurut penulis pengelolaan zakat produktif  di BAZNAS Jawa Timur sudah 
menepati aturan dalam Pasal 27 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang 
Pengelolaan Zakat dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang 
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Hal 
ini dapatdilihat dalam ketentuan yang tercantum  dalam pasal 9 dan 10 Peraturan 
Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 yang berbunyi : 
Pasal 9  
1. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan 
fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. 
2. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi. 
Pasal 10 
1. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dilakukan berdasarkan : 
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a. Hasil pendataan dan penelitian kebenaran mustahik dan kelayakan 
usahanya. 
b. Mendahulukan mustahik yang paling tidak berdaya secara ekonomi dan 
sangat memerlukan bantuan usaha. 
c. Mendahulukan mustahik diwilayahnya. 
2. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif berdasarkan persyaratan sebagai 
berikut : 
a. Apabila kebutuhan pokok mustahik telah terpenuhi dan masih ada 
kelebihan dana zakat. 
b. Terdapat usaha nyata yang menguntungkan. 
c. Bentuk usaha sesuai dengan syariat islam. 
3. Prosedur pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagai berikut :  
a. Melakukan studi kelayakan. 
b. Menetapkan jenis usaha produktif. 
c. Melakukan bimbingan dan penyuluhan. 
d. Melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan. 
e. Mengadakan evaluasi. 
f. Membuat laporan 
Dalam Pasal 27 UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat produktif 
disebutkan bahwa tujuan dari pendistribusian zakat produktif adalah penanganan fakir 
miskin dan peningkatan kualitas umat namun harus mengedepankan kebutuhan 
mustahik zakat yang paling mendasar contohnya sandang, pangan dan papan. 
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Dalam mewujudkan tujuan penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas 
umat Baznas Jatim telah melakukan usaha yang maksimal sehingga dapat dikatakan 
bahwa BAZNAS Provinsi Jatim telah melakukan apa yang tercantum dalam Undang-
undang. Penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat tentunya 
mempunyai proses tersendiri sehingga tidak semua program yang dicanangkan 
BAZNAS Jatim sesuai dengan harapan dan program. 
Di dalam kelembagaan BAZNAS Jatim tujuan lai dari implementasi UU 
tersebut adalah menjadikan mustahik zakat sebagai muzakki. Program ini memang 
sangat berat karena berhubungan langsung dengan kondisi mustahik zakat setelah 
menerima pinjaman dana bantuan bergulir.  
Dalam pasal 9 dan 10 peraturan pemerintah No. 14 Tahun 2014 tentang 
pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat telah dijabarkan 
secara jelas bahwa ada beberapa proses dalam pengelolaan zakat produktif. 
Dalam pasal 9 ayat pertama menjelaskan bahwa tujuan dari pengelolaan zakat 
produktif adalah penanganan fakir miskin dan peningkatan kalitas umat. Dalam hal 
ini BAZNAS Jawa Timur telah berusaha semaksimal mungkin untuk menuntaskan 
fakir miskin dari kemiskinan dan kualitas hidupnya meningkat baik dari segi 
pendidikan, spiritual dan manajerial. Ini bukan program asal-asalan karena banyak 
dari mustahik zakat yang berhasil dan merubah derajatnya dari mustahik zakat dari 
muzakki. 
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Dalam bab sebelumnya dijelaskan bahwa dalam pasal 34 Undang-undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa fakir miskin dan anak-
anak terlantar dipelihara oleh negara. 
Penanganan fakir miskin adalah upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan 
yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan atau masyarakat dalam 
bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan serta fasilitasi 
untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara. 
Salah satu upaya penenganan fakir miskin adalah dengan pemberdayaan zakat 
produktif, seperti yang disebutkan dalam UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan 
Zakat, pada pasal 27 (1) yang berbunyi ; zakat dapat didayagunakan untuk usaha 
produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. 
Pada pasal 9 ayat 2 menyebutkan bahwa pendayagunaan zakat untuk usaha 
produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar 
mustahik telah terpenuhi. Dalam hal ini BAZNAS Jatim telah melakukannya dengan 
benar dan ini terbukti dengan dibaginya mustahik zakat kedalam beberapa bagian 
yaitu golongan merah dan golongan kuning. Golongan merah mereka yang benar-
benar membutuhkan bantuan zakat untuk konsumtif san golongan kuning adalah 
mereka yang masih sanggup berusaha namun tidak memiliki modal usaha dan 
kemampuan untuk mengembangkan usahanya. 
Untuk mengimplementasikan norma dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah 
tersebut diatas BAZNAS Jawa Timur menghimpun sebuah prosedur baru yang tidak 
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keluar dari amanat Pasal 10 dengan melihat kondisi sosiologis wilayah Provinsi Jawa 
Timur. 
Optimalisasi sebuah peraturan yang bersifat abstrak umum dalam peraturan 
pemerintah tersebut diatas memang sulit untuk dikatakan optimal apabila hanya 
menjalankan amanat pasal 10 tersebut namun harus disesuaikan pula dengan 
wilayahnya. 
Tahapan-tahapan yang telah diuraikan penulis di atas sampai menuju tujuan 
zakat produktif wilayah Jawa Timur dengan sistematika yang jelas memang sedikit 
memperpanjang dasar syarat serta prosedurnya yang telah diatur. Hal ii memang 
keluar dari ketentuan tersebut. Namun das sein dan das sollen tidak selalu selaras dan 
sejalan karena kedinamisan masyarakat. 
Baznas Jawa Timur dengan tambahan tahapan-tahapan yang diaturnya 
mengkristalisasi konsep pengentasan kemiskinan dengan indikasi para mustahik zakat 
menjadi muzakki dan perputaran pola ini sebagai wujud dari pengentasan 
kemiskinan. 
Dalam perspektif hukum islam menunjukkan bahwa dalam menghadapi 
masalah-masalah yang tidak jelas dalam rinciannya dalam Al Quran atau petunjuk-
petunjuk yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammada S.A.W penyelesaiannya adalah 
dengan metode ijtihad. Ijtihad adalah pemakaian akal dengan tetap berpedoman pada 
Al Quran dan Hadits. 
Dalam sejarah hukum islam dilihat bahwa ijtihad diakui sebagai sumber hukum 
setelah Al Quran dan Hadits. Apalagi problematika zakat tidak pernah absen dan 
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selalu menjadi topik pembicaraan umat islam, topik aktual dan akan terus ada selagi 
umat islam ada. Fungsi sosial , ekonomi dan pendidikan dari zakat bila 
dikembangkan dan di budidayakan sebaik-baiknya akan dapat mengatasi masalah 
sosial , ekonomi dan pendidikan yang sedang dihadapi bangsa. 
Disamping itu zakat merupakan sarana bukan tujuan, karenanya dalam 
penerapan rumusan-rumusa tentang zakat harus ma’quluhu al ma’na atau rasional. 
Dia termasuk bidang fiqih yang selama penerapannya harus dipertimbangkan kondisi 
dan situasi serta senafas dengan tuntutan dan perkembangan zaman, kapan dan 
dimana dilaksanakan. 
Namun segala tujuan ideal terbentur dengan implementasinya di lapangan, 
tujuan ideal dengan teknis yang telah dibuat oleh Baznas Jawa Timur juga tidak 
terlepas dari Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan 
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakatdengan tambahan 
tahapan-tahapan yang diatur oleh Baznas Jawa Timur sendiri yang akan diuraikan 
penulis dalam sub bab berikutnya. 
 
C. Kendala-Kendala BAZNAS Provinsi Jawa Timur Dalam Pengelolaan Zakat 
Produktif. 
Dalam pengelolaan zakat produktif di BAZNAS Provinsi Jawa Timur teerdapat 
beberapa kendala yang mana mengganggu dalam pelaksanaannya. Kendala-kendala 
yang dialami oleh BAZNAS Jatim sebenarnya dialami juga oleh lembaga Amil Zakat 
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lainnya. Namun disini penyusun hanya memfokuskan permasalahan-permasalahan di 
BAZNAS Provinsi Jatim dan permasalahan itu diantara lain adalah: 
1. Mustahik zakat Yang Kurang Bisa Mengoptimalkan Bantuan Dana 
Bergulir. 
Mustahik zakat Yang Kurang Bisa Mengoptimalkan Bantuan Dana Bergulir 
yang didistribusikan oleh BAZNAS Provinsi Jawa Timur menjadi persoalan atau 
kendala yang harus dihadapi oleh para Amil zakat karena akan mempengaruhi dalam 
pengembalian bantuan dana bergulir yang bersifat qardhul hasan.  
Pada dasarnya pinjaman dana bergulir adalah dana zakat yang harus 
didistribusikan kepada yang berhak, sehingga pihak BAZNAS Provinsi Jawa Timur 
tidak bisa berbuat banyak dalam menghadapi permasalahan ini dan secara otomatis 
dana pinjaman bergulir berubah menjadi dana hibah bagi para mustahik zakat, yang 
mana artinya tidak ada ikatan tersendiri antara amil dan mustahik zakat setelah 
penyerahan zakat tersebut.73 
Hal ini diperkuat dengan pengamatan penulis di lapangan yang menyimpulkan 
bahwa ada beberapa kalangan dari pihak mustahik zakat yang kurang mampu 
mengoptimalkan dana bantuan bergulir sehingga kesulitan dalam pengembalian zakat 
produktif yang berbentuk bantuan dan bergulir yang bersifat qordhul hasan tersebut. 
Mengacu pada skema qardul hasan yang ditetapkan oleh Direktorat 
Pemberdayaan Zakat, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kementerian 
                                                          
73 Wawancara dengan Bapak Candra Asmara S.E Kabag Pendistribusian Zakat BAZNAS 
Provinsi Jawa Timur. 23 Juni 2016. 
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Agama Republik Indonesia yang dijelaskan pada Bab sebelumnya, maka skema yang 
diterapkan oleh BAZNAS Provinsi Jawa Timur sudah tepat. 
Dari bebrapa paparan diatas penulis beranggapan bahwa para mustahik zakat 
kurang bisa mengoptimalkan bantuan dana bergulir yang didistribusikan oleh 
BAZNAS Provinsi Jawa Timur sehingga akan mempengaruhi sirkulasi 
pendistribusian bantuan dana bergulir kepada mustahik lainnya. 
Tabel 5. Data Pengembalian Pinjaman Dana Bantuan Bergulir 2014 dan 2015. 
 
Tahun  Lunas  Tidak Lunas  Kurang  
2014 32 5 3 
2015 55 14 6 
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Dalam Pasal 27 (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan 
zakat yang berbunyi: “Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam 
rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.” Dapat disimpulkan 
bahwa para penerima bantuan dana zakat produktif yang  kurang mampu dalam 
mengembalikan modal bantuan dana bergulir masih dianggap dibawah garis 
kemiskinan dan secara kualitas belum meningkat. 
Menurut Hukum Islam, perjanjian peminjaman ini dituangkan dalam surat 
perjanjian yang ditanda tangani oleh para pihak, maka para pihak wajib untuk 
mewujudkannya. Pihak peminjam diharuskan mengembalikan sejumlah yang 
dipinjam pada waktu yang ditentukan di dalam akad. 
Setiap orang yang meminjam sesuatu pada orang lain berarti peminjam 
memiliki utang kepada yang berpiutang. Setiap utang wajib dibayar sehingga 
berdosalah orang yang tidak mau membayar utang, bahkan melalaikan pembayaran 
utang juga termasuk perbuatan aniaya.74   
2. Masih Minimnya Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Zakat. 
Sebagai lembaga yang mengelola zakat, jumlah penerimaan zakat menjadi salah 
satu sumber distribusi bagi upaya peningkatan kesejahteraan umat. Kurangnya 
                                                          
           74 Dalam hal ini Rasulullah saw. bersabda: 
  ,ملسو هيلع الله ىلص الله لوسر لاق ,لاق هنع الله يضر ةريره ىبأ نعملظ ىنغلا لطم)هيلع قفتم(..... 
Artinya: Dari Abu Hurairota R.A. beliau berkata: Rasululaah SAW. Bersabda : penundaan 
pembayaran utang oleh orang kaya itu adalah kezaliman.....(Muttafaqun ‘alaih) dalam As-Shan’ani, 
Subulus Salam III, alih bahasa Abu Bakar Muhammad, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1995), Hal. 216 
Hadits di atas menunjukan keharaman orang kaya menunda-nunda pembayaran utang. Kata 
“maṭlu” itu berarti pembayaran. Akan tetapi, yang dimaksudkan di sini adalah penundaan sesuatu yang 
seharusnya segera dilakukan oleh orang yang mampu melaksanakannya tanpa uzur. Maka, haram bagi 
orang kaya yang mampu itu menunda-nunda pembayaran utangnya setelah jatuh tempo pembayaran. 
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kepedulian muzakki membayar zakat, berpengaruh kepada jumlah dana yang akan 
didistribusikan. 
Contohnya pada riset yabg dilakukan oleh BAZNAS,IDB dan IPB pada tahun 
2011 membuktikan bahwa potensi zakat di Indonesia adalah sebesar Rp. 217,3 
Trilyun. Namun aktualisasi dari potensi ini masih sangat jauh yaitu sebesar Rp. 2,3 
Trilyun saja. Di seluruh Jawa Timur sendiri potensi zakat adalah sebesar Rp. 15 
Trilyun. Dari hasil penghimpunan dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Jawa 
Timur sendiri di Tahun 2015 adalah sebesar Rp. 7.492.481.626,00 dan ini meleset 
dari target penghimpunan yang direncanakan sebesar Rp.10.000.000.000,00, oleh 
karena itu perlu diupayakan langkah-langkah strategis untuk mengaktualisasikan 
potensi zakat yang besar tersebut.75 
Masih kurangnya kepedulian dalam menunaikan zakat berimbas kepada 
kebijakan penyaluran dana zakat produktif, dalam 1 bulan BAZNAS Provinsi Jawa 
Timur mentargetkan hanya 5 kali penyaluran bantuan dana bergulir, mengingat masih 
adanya keperluan mustahik yang lainnya.76 
Berdasarkan penjelasan diatas penulis menyimpulkan bahwa apabila para 
muzakki lalai dalam membayar zakatnya maka otomatis pendistribusian zakat baik 
secara konsumtif maupun produktif akan terbengkalai. Sehingga para penerima zakat 
produktif akan semakin terkikis karena dana zakat diutamakan untuk kepentingan 
konsumtif. Hal ini jelas menjadi permasalahan mendasar yang harus ditanggulangi 
                                                          
75 Mekanisme Tekhnik Pengumpulan Zakat. Op. Cit hal. 1.  
76 Wawancara dengan Bapak Kholik A.Md Kabag penghimpunan dan pengembangan 
BAZNAS Provinsi Jawa Timur. 23 Juni 2016. 
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oleh BAZNAS Jatim dan sangat mengganggu dalam pelaksanaan pasal 27 Undang-
undang Nomor 23 tentang Pengelolaan Zakat produktif. 
Dalam hukum Islam zakat merupakan kewajiban bagi seorang muslim yang 
telah memenuhi syarat dan rukunnya. Zakat termasuk dalam rukun Islam dan 
merupakan bagian dari pondasi agama. Pada bab sebelumnya penyusun telah 
menjelaskan tentang wajibnya zakat. Dalam al-Qur’an surah at-Taubah (9): ayat 34 
Allah SWT berfirman bahwa mereka yang mampu tetapi tidak menunaikan zakat 
maka akan mendapat siksa yang pedih. Selain mensucikan harta zakat juga 
merupakan instrumen untuk mentaati perintah Allah SWT (tauhid). 
Sementara dalam Undang-undang Nomor  23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan 
Zakat tidak ada mengatur tentang sanksi bagi mereka yang tidak menunaikan zakat. 
3. Kurangnya Sumber Daya Manusia Yang Tepat Dalam Pengelolaan Zakat 
Produktif. 
Di BAZNAS Provinsi Jawa Timur pengelolaan zakat produktif / pemberian 
modal usaha bagi pengusaha ekonomi lemah atau usaha-usaha rumah tangga diurus 
oleh Seksi Pendistribusian. Namun karena personil ditugaskan memiliki pekerjaan 
juga di tempat lain sehingga hal ini tidak dapat berjalan dengan maksimal.77 Hanya 
Pelaksana Harian saja yang sehari-harinya bertugas di kantor BAZNAS Provinsi 
Jawa Timur itupun hanya mengurus masalah administrasi saja. Sementara masalah 
yang sifatnya kebijakan ditangani langsung oleh Bagian Pelaksana. 
                                                          
77 Wawancara dengan Bapak Candra Asmara S.E Kabag Pendistribusian Zakat BAZNAS 
Provinsi Jawa Timur. 23 Juni 2016. 
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Menurut Bapak Candra Asmara S.E selaku Kabag Pendistribusian Zakat 
BAZNAS Provinsi Jawa Timur selain kurang aktifnya personil yang menangani 
pengelolaan zakat produktif ini juga dikarenakan kurangnya pemahaman zakat 
produktif dan Pasal 27 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan 
Zakat. 
Adanya amil yang kompeten dalam bidang pengelolaan zakat tentu saja dapat 
membantu dalam pengembangan zakat produktif di kalangan mustahik zakat dan hal 
ini dianggap sebagai salah satu elemen penting dalam penanganan fakir miskin dan 
peningkatan kualitas umat. 
Pekerjaan itu merupakan amanah yang diberikan dan setiap amanah itu 
nantinya akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Dalam al-Qur’an surah an-
Nisa (4): ayat 58 Allah SWT memerintahkan untuk menyerahkan amanah kepada 
ahlinya. Orang-orang yang diberi tanggung jawab dalam suatu tugas hendaklah yang 
sanggup dan bisa dipercaya memegang tugas itu, sehingga profesionalitas dalam 
pekerjaan dapat terbangun. Adanya amil yang kompeten dalam bidang pengelolaan 
zakat  
Begitu pula dalam Undang-undang Nomor  23 Tahun 2011 Tentang 
Pengelolaan Zakat pasal 8 (3) mengatur bahwa anggota/pengurus BAZNAS terdiri 
dari ulama, tenaga profesional dan tokoh masyarakat Islam. Selanjutnya dalam pasal 
11 yang mengatur tentang persyaratan anggota/pengurus BAZNAS tidak ada aturan 
tentang rangkap jabatan, sehingga ini menjadikan BAZNAS Provinsi Jawa Timur 
kurang selektif dalam menentukan anggota/pengurus BAZNAS. 
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Menurut Pasal 27 (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang 
pengelolaan zakat yang tujuan utamanya adalah penanganan fakir miskin dan 
peningkatan kualitas umat. Menurut penulis amil yang kompeten dan terpercaya 
dapat mempengaruhi terlaksananya penanganan fakir miskin dan peningkatan 
kualitas umat karena melalui bimbingan mereka lah para penerima bantuan zakat 
produktif dapat berkembang dan memperbaiki taraf dan kualitas hidupnya. 
 
D. Penyelesaian Terhadap Kendala-Kendala oleh BAZNAS Provinsi Jawa 
Timur dalam Pengelolaan Zakat Produktif 
Dalam setiap permasalahan pasti ada pemecahan atau solusinya. Untuk 
beberapa paparan permasalahan diatas maka BAZNAS Jatim menyusun langkah 
strategis untuk mengatasi beberapa permasalahan tersebut yang disesuaikan dengan 
permasalahan yang ada.  
1. Penyelesaian Tehadap Kendala Mustahik Zakat Yang Kurang Mampu 
Mengoptimalkan Bantuan Dana Bergulir 
Ini adalah permasalahan yang paling sering ditemui oleh Lembaga Amil Zakat 
secara keseluruhan. Hal ini disebabkan oleh pemikiran para mustahik zakat yang 
beranggapan bahwa bantuan dana bergulir sama seperti dana zakat seperti biasanya 
sehingga tidak menuntut adanya pengembalian dari para penerimanya.78 
Upaya yang kendala ini antara lain, adalah : 
                                                          
78 Wawancara dengan Bapak Candra Asmara S.E Kabag Pendistribusian Zakat BAZNAS 
Provinsi Jawa Timur. 23 Juni 2016. 
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a. Menekankan kembali kepada para pihak peminjam dana bantuan bergulir 
untuk mengembalikannya dan memberikan sanksi kepada para mustahik 
zakat yang tidak mampu mengembalikan pinjaman dana bergulir yang sesuai 
akad harus dilunasi dalam jangka waktu sebelas bulan dengan tidak 
memberikan lagi pinjaman untuk dikelola secara produktif. 
b. Mengumpulkan para mustahik zakat sesuai domisilinya ke dalam kelompok-
kelompok UKM agar mempermudah pihak BAZNAS untuk menyalurkan 
pinjaman dana bantuan bergulir dan juga pengembaliannya dari para 
mustahik zakat.  
c. Selain mengumpulkan para mustahik zakat ke dalam kelompok-kelompok 
kecil, BAZNAS Provinsi Jawa Timur juga melakukan pendampingan rutin 
tiap UKM yang mendapatkan bantuan baik itu secara manajerial dan 
spiritual. Hal ini dirasa sangat penting agar para mustahik zakat mengerti 
akan pentingnya pengelolaan pinjaman dana bergulir secara tepat dan 
berbagi untuk sesama. 
d. Melakukan sistem tanggung renteng bagi para mustahik zakat yang 
tergabung dalam setiap UKM. 
Kesadaran para peminjam dana zakat produktif untuk mengembalikan 
pinjamannya merupakan keberhasilan dari program ini, agar dana yang dipinjam 
dapat terus digulirkan guna kepentingan mustahik lainnya.   
Menurut penyusun upaya yang dilakukan BAZNAS Provinsi Jawa Timur di 
atas sudah tepat namun mesti dimaksimalkan, agar cita-cita mulia menjadikan 
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mustahik sebagai muzakki dapat terwujud sesuai dengan program yang telah 
dicanangkan.  
2. Penyeleseian Untuk Kendala Masih Minimnya Kesadaran Masyarakat 
Dalam Membayar Zakat. 
Adapun usaha BAZNAS Provinsi Jawa Tiwur adalah sebagai berikut:79 
a. Sosialisasi mengenai Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang zakat di 
instansi-instansi pemerintah di tingkat provinsi. Hal ini dikarenakan sasaran 
utama BAZNAS Jatim untuk dijadikan muzakki adalah pegawai instansi 
pemerinah yang berada di tingkat provinsi. 
b. Pembukaan counter-counter zakat, yaitu layanan yang disediakan oleh 
BAZNAS Jawa Timur saat bulan Ramadhan. 
c. Layanan jemput zakat, yaitu layanan yang disediakan  oleh  BAZNAS Jawa 
Timur untuk mempermudah muzaki untuk membayar zakatnya atau 
langsung mentransfer ke rekening. 
d. BAZNAS Provinsi Jawa Timur menerbitkan NPWZ (Nomor Pokok Wajib 
Zakat) sebagai bagian dari manajemen database muzakki. 
Salah satu tugas BAZNAS adalah pelaksanaan pengumpulan zakat, 
tanggungjawab ini merupakan tugas amil zakat yang ada dalam BAZNAS Provinsi 
Jawa Timur. Menurut penulis langkah yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi Jawa 
                                                          
79 Wawancara dengan Bapak Kholik A.Md Kabag Penghimpunan dan Pengembangan 
BAZNAS Provinsi Jawa Timur. 23 Juni 2016. 
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Timur sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2014 yang 
menjadi acuan yuridis dalam memaksimalkan pengelolaan zakat. 
3. Penyelesaian untuk kendala Kurangnya Sumber Daya Manusia Yang 
Tepat Dalam Pengelolaan Zakat Produktif. 
Badan Amil Zakat beserta jajaran-jajarannya merupakan elemen penting dan 
ujung tombak dalam pengumpulan dana zakat. Sehingga keaktifan dan 
keprofesionalitasannya sangat mempengaruhi pasang surutnya pengelolaan dana 
zakat. 
Atas permasalahan ini BAZNAS Provinsi Jawa Timur memberikan solusi yang 
antara lain adalah:80 
a. Mengusulkan perombakan personalia dan menempatkan orang-orang yang 
memang benar-benar memahami masalah zakat. 
b. Mendistribusikan personalia ke setiap kegiatan-kegiatan pembahasan zakat 
baik skala lokal, regional maupun nasional. 
Salah satu kunci kesuksesan suatu organisasi dalam menjalankan tugas dan 
fungsinya ditentukan oleh personil yang ada didalamnya. Pemahaman atas tugas dan 
fungsi adalah suatu keniscayaan bagi personil BAZNAS Provinsi Jawa Timur. Upaya 
di atas dilakukan sudah tepat untuk mewujudkan amil yang amanah dan profesional. 
 
                                                          
80 Wawancara dengan Bapak Candra Asmara S.E Kabag Pendistribusian Zakat BAZNAS 
Provinsi Jawa Timur. 23 Juni 2016. 
